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SALINAN








BUPATI SUMEDNG PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR   TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 UMAR WIRAHADIKUSUMAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang	: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang;


Mengingat	: 1.













2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan	Daerah-daerah	Kabupaten	dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887)
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3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia	Tahun	2014	Nomor	244,	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitasi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6659);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
	13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17);
[bookmark: _page_22_0]15. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah


MEMUTUSKAN:

Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
                               ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA RUMAH 
                                SAKIT UMUM DAERAH UMAR WIRAHADIKUSUMAH
                                KABUPATEN SUMEDANG

     BAB I KETENTUAN
   UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang tambahan
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
7. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Rumah Sakit Daerah yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan,	barang	milik daerah serta bidang kepegawaian. Unit organisasi bersifat khusus ini disebut UOBK.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
[bookmark: _page_24_0]10. Direktur adalah Direktur RSUD Umar Wirahadikusumah 11. Otonomi	adalah	kewenangan	dalam	pengelolaan
keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian meliputi	perencanaan,	pelaksanaan	dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan kepegawaian.
12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
13. RKA Dinas adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
14. RKA RSUD adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang.
15. DPA Dinas adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
16. DPA RSUD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang.
17. RBA adalah Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang.
18. BMD adalah Barang Milik Daerah Kabupaten Sumedang dalam penguasaan RSUD Umar Wirahadikusumah untuk penggunaan dan penatausahaanya
19. Jabatan	Fungsional	adalah	kedudukan	yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
21. Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang adalah jabatan fungsional tenaga kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan medis, tenaga kesehatan perawat dan bidan serta tenaga kesehatan lain.
22. Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang adalah jabatan fungsional selain tenaga kesehatan yang memiliki angka kredit.
23. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural (fungsional) yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian rumah sakit.
24. SPO adalah Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan oleh direktur.
25. SDM adalah Sumber Daya Manusia baik pegawai PNS maupun pegawai non PNS.
26. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
27. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
28. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
29. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan  mekanisme  kerja  dan  proses bisnis  Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
30. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
31. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
32. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
33. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
34. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RSUD adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan karakteristik dan organisasi yang bersifat khusus untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah.
(2) RSUD dipimpin oleh Direktur, yang merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama yaitu seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan serta keahlian di bidang manajemen perumahsakitan.
(3) Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan yang dilaksanakan melalui penyampaian laporan keuangan, laporan penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah dan laporan bidang kepegawaian.
(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pertanggungjawaban bersifat khusus /manajemen terbatas yang digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan daerah.


Pasal 3

(1) Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus, RSUD Umar Wirahadikusumah Kabupaten Sumedang memiliki Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan Barang Milik Daerah.
(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Direktur mempunyai tugas dan wewenang:
[bookmark: _page_26_0]a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran; c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
(2) Rencana	kerja	dan	anggaran	serta	dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran	Pemerintah     Daerah	Kabupaten     melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai     dengan     ketentuan	peraturan     perundang-undangan.
(3) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Direktur	sebagaimana	dimaksud	pada	ayat	(3) bertanggung	jawab     atas	pelaksanaan     anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit yang dipimpinnya.

Pasal 5
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilaksanakan melalui ketentuan:
a. Direktur	dapat	mengusulkan	pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Direktur	memiliki	kewenangan	dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan-undangan.

Pasal 6
(1) Pertanggungjawaban	pelaksanaan	otonomi	RSUD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian kepada Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud	pada	ayat	(1),	Direktur	melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
[bookmark: _page_28_0](3) Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
(4) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Sumedang, terdiri dari:
a. Direktur;
b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahkan:
1. Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan: a) Subbagian umum; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bagian Keuangan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bagian	Perencanaan	dan	Pelaporan, membawahkan kelompok jabatan fungsional;
c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan, membawahkan:
1. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
3. Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Dalam melaksananakan Tugas Pokok, fungsi, dan tata kerja, RSUD Kabupaten Sumedang dapat dibantu unit non struktural.
(3) Unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain terdiri atas:
a. dewan pengawas;
b. satuan pemeriksaan internal; c. komite;
d. instalasi; dan
e. kelompok staf medis.
(4) Selain unit non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) RSUD Kabupaten Sumedang dapat dibantu unit non struktural lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pembentukan	unit	non	struktural	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
(6) Pembentukan	unit	non	struktural	sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e ditetap dengan Keputusan Direktur.
[bookmark: _page_30_0](7) Bagan struktur organisasi RSUD Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8
(1) RSUD	Kabupaten	Sumedang	mempunyai	tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan pada semua bidang dan jenis penyakit secara paripurna.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada	ayat	(1),	RSUD	Kabupaten	Sumedang menyelenggarakan fungsi:
a. penyelenggaraan	pelayanan	pengobatan	dan pemulihan	kesehatan	sesuai     dengan	standar pelayanan rumah sakit;
b. pemeliharaan	dan	peningkatan	kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna	tingkat     kedua	dan	ketiga	sesuai kebutuhan medis;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya	manusia	dalam	rangka	peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan	pelayanan	kesehatan	dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 9
(1) Setiap jabatan struktural pada RSUD Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas Umum.
(2) Tugas	Umum	jabatan	struktural	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan; b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
e. memberikan masukan	dan	pertimbangan	pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai; j. menyusun     dan     mengembangkan     inovasi     dan
kerjasama; dan

k. melaporkan …
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k. melaporkan kegiatan.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
RSUD Umar Wirahadikusumah

Pasal 10
(1) RSUD Kabupaten Sumedang dipimpin oleh seorang Direktur dengan titelatur Direktur RSUD Kabupaten Sumedang.
(2) Direktur mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa penyelenggaraan rumah sakit.
(3) Untuk	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Direktur adalah sebagai berikut:
a. mengendalikan perumusan program kerja RSUD Kabupaten Sumedang berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan,	kerumahtanggaan,	pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, keprotokolan, pendidikan dan pelatihan pada RSUD Kabupaten Sumedang;
c. menyelenggarakan, mengendalikan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan otonomi RSUD Kabupaten Sumedang dibidang pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah serta bidang kepegawaian;
d. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan dan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
e. menyelenggarakan	pengembangan	kegiatan	di bidang	pelayanan     kesehatan	perorangan     dan pelayanan kesehatan rujukan;
f. menyelenggarakan	pembinaan	teknis	bidang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
g. merumuskan	dan	mengendalikan	pelaksanaan peningkatan kerja sama atau jejaring dengan rumah sakit lain dan/atau institusi kesehatan dalam lingkup pengembangan serta	adopsi teknologi kesehatan atau kedokteran;
h. mengendalikan	penentuan	dan	pemenuhan kebutuhan standar jumlah tenaga dokter spesialis;
i. menyelenggarakan pelaksanaan konsultasi dan/atau mengadakan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
j. mengendalikan koordinasi atau kerja sama dengan dinas, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;



k. memberikan …
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k. memberikan	saran,	pendapat,	kajian	dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan rujukan;
l. mempertanggungjawabkan	pelaksanaan	tugas secara administratif melalui pelaporan kepada Kepala Dinas Kesehatan; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Direktur dibantu oleh:
a. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan;
dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 11
(1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Direktur dalam melaksanakan	kegiatan	bidang	umum	dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pelaporan.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. mengendalikan	perumusan	dan	penyusunan kegiatan dan rencana operasional bidang umum dan keuangan;
b. merumuskan	dan	mengendalikan	penyusunan bahan kebijakan penyelenggaraan bidang umum dan keuangan;
c. memberikan	pelayanan	dan	pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang;
d. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan penyiapan bahan pelaporan akuntabilitas kinerja RSUD Kabupaten Sumedang;
e. menyelenggarakan	penyusunan	anggaran	dan penatausahaan      keuangan	RSUD	Kabupaten Sumedang;
f. mengoordinasikan dan menyiapkan penyusunan rencana	bisnis	dan	anggaran	dan	dokumen pelaksanaan anggaran BLUD;
g. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan belanja, utang piutang, serta penyelenggaraan kas;


h. menyusun …
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h. menyusun kebijakan teknis pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi;
i. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan;
j. menyiapkan rencana strategis bisnis dan penyiapan rencana bisnis anggaran tahunan;
k. menyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris RSUD Kabupaten Sumedang;
l. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian di bidang	administrasi	umum,	perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
m. menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi keuangan;
n. menyelenggarakan	pembinaan	pengelolaan kebersihan,	keamanan,	dan	ketertiban	RSUD Kabupaten Sumedang;
o. mengoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan dan aspek hukum RSUD Kabupaten Sumedang;
p. mengoordinasikan dan mengendalikan implementasi sistem informasi dan manajemen RSUD Kabupaten Sumedang;
q. mengoordinasikan kebijakan pengelolaan sistem remunerasi yang berkeadilan;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan konsultasi dengan Dinas Kesehatan atau instansi terkait untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
s. menyelenggarakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
t. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dibantu oleh:
a. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Bagian Keuangan; dan
c. Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Bagian Ketiga
Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 12
(1) Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian	yang	berkedudukan	dibawah	dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
(2) Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas Pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan	dan	mengendalikan	kegiatan operasional di bidang umum dan kepegawaian.

(3) Dalam …
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(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud	pada	ayat     (2),     Bagian     Umum	dan Kepegawaian mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut: a. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan
kegiatan di bidang umum dan kepegawaian;
b. menyelenggarakan kegiatan teknis kesekretariatan di bidang	tata	usaha,	rumah	tangga,	hukum, kemitraan dan pemasaran;
c. menyelenggarakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang tata usaha, rumah tangga, hukum, kemitraan dan pemasaran;
d. menyelenggarakan	pengendalian	administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
e. menyelenggarakan	pengelolaan	urusan	rumah tangga dan perlengkapan;
f. menyelenggarakan kegiatan fasilitasi kerjasama;
g. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
h. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat;
i. menyelenggarakan	pengelolaan	dokumentasi peraturan	perundang-undangan,      perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
j. menyelenggarakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
k. menyelenggarakan	kegiatan	pendidikan	dan pelatihan;
l. menyelenggarakan analisa, evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
m. menyelenggarakan	fasilitasi	penyelesaian permasalahan bidang pendidikan dan pelatihan;
n. menyelenggarakan	evaluasi,	monitoring	serta penyusunan laporan kinerja bidang umum dan kepegawaian; dan
o. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dibantu oleh:
a. Kepala Subbagian Umum; dan b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13
(1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum.
(2) Kepala Subbagian Umum mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatan bidang umum.
(3) Untuk	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum meliputi:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di Subbagian Umum;


b. menyiapkan …
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b. menyiapkan	dan	menyusun	bahan	kebijakan administrasi umum, kerumahtanggaan, kehumasan dan penatausahaan kearsipan;
c. melaksanakan	pengelolaan	teknis	administrasi umum,	kerumahtanggaan,       kehumasan	dan penatausahaan kearsipan;
d. melaksanakan kegiatan penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dan pendistribusian perlengkapan;
e. melaksanakan pengelolaan logistik rumah sakit;
f. merencanakan	dan	melaksanakan	kegiatan pemeliharaan dan pengendalian barang inventaris;
g. melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah;
h. melaksanakan	kegiatan	teknis	kehumasan, keprotokolan dan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar nasional serta penerimaan tamu kedinasan;
i. melaksanakan koordinasi teknis dengan instalasi yang sesuai dengan bidang tugas	di lingkungan RSUD Kabupaten Sumedang;
j. melakukan evaluasi, monitoring serta penyusunan laporan kinerja subbagian umum; dan
k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Bagian Keuangan

Pasal 14
(1) Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bagian keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
(2) Kepala Bagian Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan di bidang pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Keuangan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan kegiatan di bidang keuangan;
b. merumuskan dan menyiapkan bahan kebijakan umum dan teknis pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Sumedang;
c. melaksanakan penelaahan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standard	operasional	prosedur	serta mengoordinasikan	pelaksanaan	program      dan kegiatan lingkup bidang perbendaharaan, mobilisasi dana, dan akuntansi;
d. menyelenggarakan	koordinasi	pelaksanaan	dan penelitian	kelengkapan	dokumen	formulir permintaan pembayaran dan formulir perawatan medis;
e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas;
f. menyelenggarakan …
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f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang rumah sakit;
g. menyelenggarakan pengendalian dan penerbitan anggaran kas;
h. menyelenggarakan	koordinasi	pelaksanaan akuntansi;
i. menyelenggarakan	penyusunan	kebijakan	dan panduan	teknis      operasional      penyelenggaraan akuntansi;
j. menyelenggarakan penyediaan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan;
k. menyelenggarakan	pengelolaan	dana	jaminan kesehatan nasional;
l. melakukan evaluasi, monitoring serta penyusunan laporan kinerja di bidang keuangan; dan
m. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Keuangan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 15
(1) Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dengan titelatur Kepala Bagian Perencanaan	dan	Pelaporan	yang	berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
(2) Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Tugas Pokok membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan di bidang perencanaan dan pelaporan RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan kegiatan di bidang perencanaan dan pelaporan;
b. menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan RSUD Kabupaten Sumedang;
c. menyelenggarakan penelaahan bahan kebijakan teknis operasional dan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standard operasional prosedur serta mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang perencanaan dan pelaporan;
d. melaksanakan pengelolaan dan pelaporan sistem akuntabilitas kinerja;
e. menyelenggarakan	penyusunan	rencana	bisnis anggaran;
f. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan anggaran RSUD Kabupaten Sumedang;
g. menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi anggaran RSUD Kabupaten Sumedang;

h. menyelenggarakan …
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h. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan RSUD Kabupaten Sumedang;
i. menyelenggarakan	evaluasi,	monitoring	serta penyusunan laporan kinerja bidang perencanaan dan pelaporan; dan
j. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bagian Perencanaan dan Pelaporan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan

Pasal 16
(1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai Tugas Pokok membantu Direktur di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. mengendalikan	perumusan	dan	penyusunan kegiatan dan rencana operasional bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
b. merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan penunjang pelayanan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
c. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan pedoman standarisasi dan prosedur tata kerja bidang pelayanan dan penunjang pelayanan;
d. mengendalikan kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
e. mengendalikan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik;
f. mengendalikan kegiatan pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis;
g. menyelenggarakan	evaluasi,	monitoring	serta penyusunan laporan kinerja bidang pelayanan dan penunjang pelayanan; dan
h. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan dibantu oleh:
a. Kepala	Bidang	Pelayanan	Keperawatan	dan Kebidanan;
b. Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik; dan

c. Kepala …
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c. Kepala	Bidang	Pelayanan	Kefarmasian	dan Penunjang Non Medis.

Bagian Ketujuh
Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 17
(1) Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Keperwatan dan Kebidanan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.
(2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai Tugas Pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan	dan	Penunjang	Pelayanan	di	bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan pada RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur;
c. mengoordinasikan	pelaksanaan	program	dan kegiatan lingkup bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;
d. menyelenggarakan kegiatan pengendalian tenaga pelayanan keperawatan dan kebidanan rawat jalan, gawat darurat, dan rawat inap melalui pembinaan, pertemuan rutin dan supervisi klinik sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan;
e. melaksanakan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan	pasien	di	bidang	pelayanan keperawatan dan kebidanan;
f. mengelola	dan	menganalisa	kegiatan	bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. mengelola	kegiatan	akreditasi,	inovasi	dan pengembangan tipe rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku sebagai bahan peningkatan mutu rumah sakit;
h. melakukan evaluasi, monitoring serta penyusunan laporan kegiatan bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan.
i. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional.



Bagian …
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Bagian Kedelapan
Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik

Pasal 18
(1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.
(2) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai Tugas Pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan	dan	Penunjang	Pelayanan	di	bidang pelayanan medik dan penunjang medik pada RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
a. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur di bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
b. mengoordinasikan	usulan	kebutuhan	bidang pelayanan medik dan penunjang medik;
c. menyelenggarkan dan mengoordinasikan penentuan kebutuhan serta pengaturan sumber daya manusia medik;
d. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan dan pengendalian pengelolaan tenaga medis;
e. menyelenggarakan pelaksanaan audit mutu medis rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan;
f. melaksanakan penyusunan data peralatan medis serta membuat rencana pengembangan peralatan dan perlengkapan medis rumah sakit;
g. menyelenggarakan kegiatan pengendalian instalasi laboratorium, instalasi radiologi, unit tranfusi darah melalui pembinaan, dan pemantauan langsung sesuai peraturan yang berlaku;
h. melakukan evaluasi, monitoring serta penyusunan laporan kinerja bidang pelayanan medik dan penunjang medik; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
(4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Kesembilan
Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis

Pasal 19
(1) Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan titelatur Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan.
(2) Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis mempunyai Tugas Pokok membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Pelayanan di bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis pada RSUD Kabupaten Sumedang.
(3) Dalam	melaksanakan	Tugas	Pokok	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang Non Medis mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di bidang kefarmasian dan penunjang non medis;
b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur di bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis;
c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis dengan instansi atau unit kerja terkait;
d. melaksanakan	pemantauan,	pengawasan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan pada pengelolaan kefarmasian dan penunjang non medis;
e. menyelenggarakan	pelayanan	dan	pembinaan kefarmasian dan penunjang non medis;
f. menyusun	dan	mengoordinasikan	rencana kebutuhan tenaga pada instalasi yang ada di lingkungan pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis;
g. menyelenggarakan	kegiatan	teknis	pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis;
h. melakukan evaluasi, monitoring serta penyusunan laporan kinerja bidang pelayanan kefarmasian dan penunjang non medis; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan bidang tugasnya

Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan kegiatan RSUD Kabupaten Sumedang secara profesional sesuai dengan kebutuhan.


(2) Kelompok …
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan Tugas Pokoknya:
a. untuk unit kerja struktural, bertanggung jawab kepada pejabat struktural atasan langsung;
b. untuk komite satuan dan unit, bertanggung jawab kepada Direktur; dan
c. untuk instalasi, bertanggung jawab kepada kepala bagian atau kepala bidang.
(4) Pejabat	fungsional	pada	instalasi	dan	satuan pemeriksaan internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
(5) Jumlah,	jenis,	dan	jenjang	jabatan	fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 21
(1) Direktur melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah	dan	dalam	melaksanakan	tugasnya menyelenggarakan      hubungan	fungsional      dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
(2) Dalam	melaksanakan	tugasnya,	Direktur	wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
(3) Direktur wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
(4) Direktur wajib berkoordinasi dan bertanggung jawab pada atasan melalui penyampaian laporan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(7) Dalam	melaksanakan	tugas,	Direktur	dan	unit organisasi dibawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

Pasal 22
(1) Direktur dan masing-masing pimpinan unit kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit.

(2) Pemberian …
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(2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam sasaran kerja pegawai dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
(4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada RSUD Umar Wirahadikusumah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Peraturan	Bupati diundangkan.

Pasal 24
ini	mulai	berlaku	pada	tanggal


Agar	setiap	orang	mengetahuinya,	memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.


Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 154

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD UMAR WIRAHADIKUSUMAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATIISUMEDANG NOMORG	TAHUN 2021
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



























BUPATI SUMEDANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya	DONY AHMAD MUNIR	24 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn. NIP. 19650129 199803 1 001
